BAB I11

PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT JENDER

A. Pengertian Jender

Salah satu isu dan informasi yang digulirkan olé&balisasi adalah
apa yang dikenal dengan gerakan feminisme atakayefjander yang cukup
menyentakkan dan mungkin juga mengganggu nilai-tigalisi dan agama
yang mapan dan sudah menjadi bagian keyakinan maksya khususnya
masyarakat Islam. Tak pelak hal ini memaksa umaimisuntuk memikir
ulang dan memeriksa kembali teks-teks keagamaag yeemjadi pegangan
hidup dalam bertindak, bersikap dan berkarya. Selsab teks-teks inilah
umat Islam terbiasa mendasarkan segala sesudtunya.

Tentu saja seringkali jawaban-jawaban yang dikakstrdari pure
text (teks murni) dengan tanpa menggunakan perangkiféhuan sosial
modern yang berkembang sudah tidak mamadai lagi.siBi dituntut
pembacaan kritis dengan pendekatan multi-disiplihermasuk dalam hal ini
adalah bagaimana al-Quran memandang problematit@dere Sebab, bila
tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup, rmgakg akan terjadi
adalah kecurigaan dan salah paham yang berakidat $sing bermusuhan

dan mengklaim sebagai yang paling bénar.

"Waryono Abdul GhafurTafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan KontedSAQ
Press, Yogyakarta, 2005, him. 102.
?|bid
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Jender adalah usaha sebagai perbedaan yang takeph&tén) antara
laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai damgkah laku. Tetapi oleh
beberapa ahli jender keterangan itu mesti ditam@dah disempurnakan.
Wilson yang dikutip Yudhie R.Haryono menulis; jendalalah sumbangan
laki-laki dan perempuan pada kebudayaan kolekt#sfyarakat), yang sebagai
akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuadi Ada aspek fungsi
yang membedakan antar keduanya, yaitu antarad&kéin perempuah.

Jender yakni suatu sifat yang melekat pada kaurrldkk maupun
perempuan yang dikonstruksi secara sosial mauplmar&if Pengertian lain
menganggap jender adalah suatu konsep kultural ydipgkai untuk
membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karstiteemosional antara
laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam malsg&

Untuk meluruskan salah paham dalam memperlakukaomka
perempuan yang sering memakai legitimasi teks-tkkagamaan dan
menjustifikasi sebagai kodrat, maka yang perlu rdilpengetahuan yang
mamadai adalah apa yang dimaksud kodrat dan amayediengan jender.
Jender adalah perbedaan sosial antara kaki-lakpdeempuan yang di titik
beratkan pada prilaku, fungsi dan peranan masirgirgayang ditentukan
oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atasefoyang digunakan
untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan pgpaan dilihat dari seqgi

sosial budaya. Pengertian ini memberi petunjuk lahal yang terkait

®yudhie R.HaryonoBahasa Politik Al-Qur'anJakarta: Gugus Press, 2002, him. 251.

“Mansour FakihAnalisis Jender dan Transformasi Sosi@lstaka Pelajar, Yogyakarta,
2005, him. 8.

°Siti Musdah Mulia,Islam Menggugat Poligamilakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2004, him. 4.
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dengan jender adalah sebuah kontruksi sosiatigl contructioh Singkat

kata, jender adalah interprestasi budaya terhadapegaan jenis kelamin.
Sedangkan kodrat adalah segala sesuatu yang ada lpkdlaki dan

perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan smantidak dapat
mengubah dan menolakn{a.

Dari pengertian itu tampak perbedaan antara keduyayakni jender
ditentukan oleh masyarakat, berubah dari waktu kaktw sesuai
perkembangan yang mempengaruhi nilai dan normaaonasyarakat dan
memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satuyarssat dengan
masyarakat lain. Karena itu, kategori jender bisgaitukarkan satu sama
lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Sedandiairat ditetapkan oleh
Allah dan bersifat tetap universal (tidak berubalreka waktu dan tempat).

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan kodrat seidagyikut:

Manusia Laki-laki Manusia Perempuan
1. Kuat 1. Lemah lembut

2. Rasional 2. Cantik

3. Jantan 3. Emosional

4. Perkasa 4. Keibuan

5. Ganteng 5. Cerewet

6. Tidak Cengeng 6. Suka Ngrumpi

7. dll 7. dll

Jender juga berbeda dengan seks. Secara umumigekald&n untuk

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempudari segi anatomi

®Waryono Abdul Ghafurp.cit, him. 102.
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biologis yang meliputi komposisi kimia dan hormod@&am tubuh, anatmi
fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lairmyDengan singkat seks atau
jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagiars jena kelamin manusia
yang di tentukan secara biologis yang melekat gedis kelamin tertentu.
Studi jender lebih menekankan aspek maskulinitagliah) dan feminitas
(nisa'iyah) seseorang. Sedangkan studi seks lebih menekaekkembangan
aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh-laki (dzkuriah) dan
perempuanunutsaf).’

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut:

Manusia laki-laki Manusia Perempuan

1. memiliki penis 1. memiliki rahim
2. mempunyai kala menjing | 2. memproduksi telur

3. memproduksi sperma 3. mempunyai alat menyusui

Alat-alat secara biologis melekat pada jenis pereanpdan laki-laki
yang tidak bisa dipertukarkan dan sifatnyarmanent Hal ini yang lazim

disebut dengan kodrat.

. Kedudukan Kaum Wanita dalam Islam

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinaraik@ tgrus
berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan tggadi. Pergeseran
kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagaii anasyarakat modern,
menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukerdik. Saksi hidup tidak

lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hildeggan sebab kematian,

Ibid., him. 104..
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manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilaptas dasar ini

diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yanghiliselengan akta. Dengan

demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kelgdaar Islam adalah
dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salahket¢mtuan perkawinan
yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukilemI&arena masalah
tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fik#taupun fatwa-fatwa
ulama®

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupwalam UUP
hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya amapahcatatan ini sangat
dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkatcara perkawinan itu
sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pemtatalidaklah
berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang mesitkannya sebagai
syarat administratif yang juga menentukan sah tigalsebuah perkawinan.

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini padal sebagai
berikut.

(1).Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyaraldam, setiap
perkawinan harus di catat.

(2).Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) H##dakwleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undzteng No. 22
Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:
(1).Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiapapaénlan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasgaw@e Pencatat
Nikah.

8Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal TarigarHukum Perdata Islam di Indonesia
Jakarta: Prenada Media, 2004, him. 121-122.
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(2).Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PeagRemcatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah hejfaiuh dan tidak
hanya bicara masalah administratif. Pertama, dardgbasal 5 ada klausul
yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban peri@wibagi masyarakat
Islam. Ketertiban di sini menyangkghayat al-tasyri‘(tujuan hukum Islam)
yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatudqrhda pasal 6 ayat 2
ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Apamaaldak mempunyai
kekuatan hukum ini? Sayang KHI tidak memiliki péagan.

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-tda perempuan
dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah,pérjanjian primordial
dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak memikan antara laki-laki
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerjmdemh prestasi yang
setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibesmarkslam, melainkan
semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sahingga antara
laki-laki dan perempuan berkompetisi secara seéhapa mengabaikan kodrat
mereka masing-masirig.

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pa#tade terakhir
ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "treadangunan” kaum wanita
yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyarhak, kewajiban, dan
peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kmdmduKarena itulah

munculnya terminologi wanita karier, wanita profesanita pekerja, bahkan

®Hamid Laonso dan Muhammad Jarklijkum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah
Figh KontemporerJakarta: Restu llahi, 2005, him.77.
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berbagai kajian mengenai jender, sebagai bagianfetasmena kebangkitan
wanita dunia, dan lain sebagainya.

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerpaam terdapat pada

masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namurpdmia, sebagian

ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaumtavaitif
dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbatgng di dalam
maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersamagolan, atau
dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selareggagktersebut
dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serteekmedapat
memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkanpak-
dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap dirlidgkungannya

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyarnmérjaan
perempuan, Yyaitu perempuan mempunyai hak untuk rjagkeelama ia
membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkanayasélama norma-
norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wan#&a dria saling
membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa dan tidak pula
akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak agaarty dan bahagia hidup
wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan balmadup pria tanpa wanita,
itulah sebabnya ada yang dinamakan pernik&han.

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawidafala hubungan

antara suami dengan istri, terutama yang menyarsglaithak dan kewajiban.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mendwl tersebut

Syahrin Harahap)slam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qan dalam
Kehidupan Modern di Indonesi&ogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, him. 143.

M. Quraish Shihabpp.cit.,him. 307.

2A Mudjab Mabhalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya ogyakarta: Mitra Pustaka,
2001, him. 159.
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dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasan3fai dengan Pasal
34.13

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suamisttgnbukan
saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadabdyapi sekaligus
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara &maga. Namun
demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mujiaitu membina
keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketahdang Maha Esa maka
perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri mgsnasing. Apabila hak
dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpemoaka dambaan suami
istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapaupedywdidasari rasa cinta
dan kasih sayant.

Agama Islam telah memberikan hak-hak luas yang aneinj martabat
kemanusiaan dan melindungi derajat kesopanan bagtanitu, tanpa adanya
revolusi dan perjuangan emansipasi yang dilancaddah kaum wanita
sebagaimana halnya di Barat. Hak-hak wanita dalprara Islam adalah
perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keaxdfifa

Dalam kondisi umat Islam (kaum wanita) seperti digarkan di atas,
kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, gagundustrialisasi dan
globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangag Yesar-besar dan
berat-berat. Dalam kaitan itu, dunia wanita Islahadapkan kepada beberapa

masalah besar dunia modern di mana terkait masallaldan kewajibannya.

Y¥dris RamulyoHukum Perkawinan Islapdakarta: Bumi aksara, 2002, him. 88.

“Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000,
him. 181

MIbid., him. 266.
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Di antaranya yang terpenting ialah kehidupan runt@hgga dan tugas
(kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tanggsa di samping
keharusan keterlibatannya untuk berada di luar hud@e jauh dari suami dan
anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatanals@au ekonomi,
bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegietgratan politik. Dari
tantangan tersebut di atas, timbul masalah-madadaih yang menyangkut
hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak politdgiwanita.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantetaygangan
berat pada masa kini dan yang menjadi lebih bagatdada masa mendatang
(abad ke-21), maka wanita Islam Indonesia perluftams mampu memilih
prioritas dari serentetan kewajiban. Yang jeladadbdahwa kualitas wanita
Islam Indonesia yang rata-rata masih berada di bayasis standar wawasan
keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonawsial, perlu mendapatkan
prioritas pertamd®

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita Islam yargndukung
pencapaian kualitas standar akan menjamin bagitavéaiterpenuhinya hak-
haknya (yang diberikan oleh Islam kepadanya) debg#h Dengan demikian
wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masal&mmasa mendatang
dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembaargnasional di tanah
airnya dalam rangka pengabdiannya kepada Allah S\afig Maha Pengasih

dan Maha Penyayang.

bid., him. 267.
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Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang merkberimartabat
kepada perempuan sebagai manusia di saat merekahdibn oleh peradaban
besar seperti Byzantium dan Sassanid. Kitab Suonémberikan banyak hak
kepada perempuan dalam masalah perkawinan, penceragkayaan dan
warisan. Masa Nabi SAW merupakan masa yang idegl kehidupan
perempuan. Mereka dapat berpartisipasi secara bolabas kehidupan publik
tanpa dibedakan dengan kaum laki-fHkiNamun menurut Dale F. Eickelman
dan James Piscatori bahwa disatu pihak perempuajadielemikian sentral
bagi imajinasi politik dan moral yang lebih besdan esensial bagi penegakan
tatanan sipil dan kebajikan, tetapi di lain pihatdamaan dengan itu masih
saja adanya klaim pria bahwa wanita tidak boleh puargai hak memilih dan
dipilih misalnya dalam keanggotaan di parlerfferitas dasar itu secara
historis menurut Asghar Ali Engineer, perempuan imapiga tetap
tersubordinasi (berada di bawah) oleh laki-f2ki.

Pendapat di atas mengisyaratkan masih adanya kaarggmg belum
rela memberi keadilan dan kepemimpinan pada kawsah@adahal keadilan
dan kepemimpinan itu sendiri tidak melihat pada g&gs kelamin apakah
pria atau wanita. Keadilan selalu mengacu padarieba yang proporsional.
Keadilan tidak melihat pada aspek jender, namualisehelihat pada aspek

persamaan dan sederajat atau kesetaraan. Bersaewagan itu setidaknya

"Agus Nuryantoslam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jendegyakarta: Ul
Press, 2001, him. 61

¥Dale F. Eickelman dan James Piscatbhislim Politics Terj. Rofik Suhud, "Ekspresi
Politik Muslim”, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998Im. 109

YAsghar Ali EngineerThe Qur'an Women and Modern SocieFerj. Agus Nuryanto,
"Pembebasan Perempuan”, Yogyakarta: LKiS, 2003, him
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sampai saat ini, masalah perempuan masih ramaiad#bian, meskipun jauh
sebelumnya telah banyak dibahas hal yang samagdbkikn seminar, diskusi,
halagahmaupun dalam kajian buku.

Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dadwitanba
dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik dnelsia yang dengan
menggunakan bahasa dan atas nama agama berupayagahelawan
politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersemenjagokan perempuan
sebagai pemimpin negeri ini. Walaupun kemudian rk@rada kepentingan
duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai-ramangumandangkan
semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untekgmgkarinya. Di
samping ada yang masih mempertahankan keyakinggbtértetapi kemudian
dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yalai tdisepakati tersebut
dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar. Narpada saat ini
pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkamuedknya perlakuan
yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan adep perempuan; mulai
dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekergaam kehidupan sosial,
dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampait $ai masih menarik
ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam rumaiga3’

Dari sini muncullah pro dan kontra mengenai masdktsebut.
Sebagian tokoh dan ulama dengan menafsirkan dadjli (al-Quran dan

Hadis) menurut versi mereka, berkesimpulan bahweanpeuan tidak boleh

2sijti Musdah Mulia)slam dan Kesetaraan Jendelakarta: Nur Insani, 2007, him. 47.
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dan tidak sah menjadi pemimpin. Mereka merujuk padsan Allah SWT.

dalam surat al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

.
/T

5 1,45 /jumduw °’1U\Jf4§ ,;uﬁs&aj;s@‘jaﬁs

525 36 2SGRbT 36 BAg, s @w* fﬂ”)f@‘ﬁ uﬁ,@ &ijw
(34 :eldy TS e S5l &y S 2glle

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kawwvanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki}lalkitas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereld-l@ki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka tdiaperempuan
yang baik ialah yang patuh, yang menjaga apa idag kelihatan
sebagaimana Allah menjaganya. Adapun perempuan ang
khawatirkan akan lari, berilah mereka nasehat daggalkannlah
mereka sendirian di tempat tidur dan hukumlah neerépabila
mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari-an jyang
memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu MahauiLalan
Maha Agung”. (QS. al-Nisa/4: 34)

Selain ayat tersebut mereka juga beralasan dengais hyang

diriwayatkan oleh al-Bukhari:

A fm 5 <l uLp Al J}WJ e ek 40/1§, s s,w

o

s &l & JB e d\)uu J;;\ utsdpb AT

~
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S s &l agle 1150 B ¢ )uysu/“//mw\yws
(5o slyy) ST Al 55 ST

P

z
O
o

\

C C,.\ \
.

“Depag RIAI-Quran dan Terjemahnysurabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, him. 123
“Abu Abdillah al-BukharySahih al-BukhariJuz. lIl, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990
M, him. 89
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usinianal-Haisyam dari
Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesuhgga Allah
telah memberikan manfaat kepadaku dengan kataykatg saya
dengar dari Rasulullah SAW pada masa perang Jatelhs saya
hampir menyusul para penunggang onta itu lalu dagmerang
bersama mereka. la berkata, ketika hal itu samgy@ada Rasulullah
SAW bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putrealSisbagai
pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan balsgtu kaum
yang menyerahkan urusan mereka kepada orang pesempu
(dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).

Kedua dalil ini, (dan dalil-dalil lainnya) dijadikaargumen yang
mengikat bagi mereka bahwa perempuan itu tidakklaga bahkan tidak sah
untuk menjadi pemimpin. Namun untuk akhir-akhir y@ing justru menjadi
argumentasi andalan utama adalah hadis, sebab alasé&n ayat al-Qur'an
tersebut memang tampak kelemahannya, dikarenakast #grsebut,
konteksnya memang hanya berbicara masalah kehidsyemi istri dalam
rumah tangga dan sama sekali tidak berbicara meangmasalah yang
berhubungan dengan publik, terutama kepemimpinssngaian.

Sementara itu tokoh dan ulama lain berpendapat &®amengenai
kepemimpinan perempuan bahkan dalam level yanggalnggi pun tidak
ada masalah, karena memang untuk hal itu tidakaadagan, baik dalam al-
Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW ayat yangndikan sebagai
argumentasi pihak pertama memang sangat jelaschesbmasalah keluarga
antara suami istri dan tidak berbicara masalah yehith luas. Sedangkan
mengenai hadis riwayat al-Bukhari tersebut memaadbitara mengenai

kepemimpinan perempuan, namun kalau ditilik damt&ks sosio-kultural
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melalui asbab al-wurud ternyata tidak dapat dipahami sedemikian dangkal
dan harfiat®

"Hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan kameabi
Muhammad SAW yang pada saat itu mendengar Putraiisngkat menjadi
pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggaia. Komentar
tersebut boleh jadi hanya merupakan do'a Nabi SA&' aegeri Persi yang
dipimpin Kisra dan memusuhi Islam serta umat Istensebut tidak sukses
dan bahkan hancur sebagaimana dahulu Kisra memdrekmenghancurkan
surat Nabi SAW dan memang do'a Nabi Muhammad SA¥ébeit kemudian
dikabulkan oleh Allah SWT, yakni Persi benar-bemancur pada masa
Khalifah 'Umar Bin al-Khaththab RA. Tetapi bolehdijskomentar tersebut
hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW dalgpaditas beliau
sebagai manusia biasa yang pandangannya terbalak@ayataan pada saat
itu yang memang tidak memungkinkan perempuan daygghimpin sebuah
negara — walaupun Nabi Muhammad SAW tahu bahwa galielum itu
pernah ada perempuan yang sukses memimpin negrd, rgtu Bilgis pada
zaman Nabi Sulaiman AS. Jadi komentar tersebutahéeyupa pernyataan
yang ditujukan kepada bangsa lain yang beraganma dala. Karena itu
komentar Nabi sebagaimana tersebut dalam hadisdi@l merupakan hal
yang mengikat kepada umat Islaffi".

Sejalan dengan keterangan tersebut, M. Quraish aBhithalam

bukunya yang berjudul:Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah

“Muhibbin, Pandangan Islam Terhadap Perempusemarang: Rasail, 2007, him. 4
*1pid., him. 4.
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Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampas BBaru'

menyatakan:
Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir maka tidak
membenarkan perempuan sebagai pemimpin dalam ruerajga
apalagi menduduki jabatan kepala negara, tetapi ihallebih
disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antain kondisi
perempuan sendiri yang belum siap untuk mendudakiatan,
jangankan kepala negara, menteri, atau kepala ldgema tidak.
Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadia@akbrubahan

kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevagi Imelarang
perempuan terlibat dalam politik praktis atau mepimmegar&>

Dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan, M. Qur8isihab
dalam bukunya yang berjudulWawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas
Pelbagai Persoalan Umatnenegaskan:

Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukaru dadtentuan
agama pun yang dapat dipahami sebagai larangarrlilatizn
perempuan sebagai pemimpin inklusif dalam berbagiang, atau
ketentuan agama yang membatasi bidang tersebug hariyk kaum

lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadasg dapat dijadikan
dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-bakuéf

Pernyataan M. Quraish Shihab tersebut dilatar belgikoleh adanya
pendapat yang menganggap bahwa kepemimpinan haryk kaum lelaki
dan perempuan tidak memiliki hak-hak politik. Tethp pendapat ini Quraish
Shihab membuat bantahan sebagaimana telah dijalaska

Setelah melihat uraian tentang posisi pria dan t@adalam suatu
perkawinan, maka jelaslah bahwa pencatatan perkawsangat penting

dalam melindungi kedudukan hukum wanita dan anak-arPencatatan

*M.Quraish ShihabPerempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah MuSsmpai
Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Bdakarta: Lentera Hati, 2006, him. 350

M.Quraish ShihabWawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas PelbagagrSoalan
Umat Bandung: Mizan Khasanah Iimu-llmu Islam, 2002nh814
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perkawinan memiliki kedudukan yang sangat pentiedebih lagi untuk
menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi makgar

Wanita, yang disebut juga perempuan, puteri, igiu, adalah sejenis
makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnyaakesendi tulangnya dan
agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya demgatuk dan susunan
tubuh laki-laki®’ Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-
pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakak #an kewajiban wanita.
Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempat{disekap) dalam istana-
istana. Di kalangan bawah, nasib wanita sangat etkhkan. Mereka
diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangg@nséymya berada di
bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memilikileksipil, bahkan hak
waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yuwanita diberi kebebasan
sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan sédmki. Hubungan
seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopdampat-tempat
pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik skstra, seni, patung-patung
telanjang yang terlihat di negara-negara Barat afddbukti atau sisa
pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewakukan hubungan
gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungamp geidahirlah "Dewi
Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya beradhawah
kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tésedah ke tangan sang

suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjeagusir, menganiaya,

2’Moenawar ChalilNilai Wanita Solo: Ramadhani, 1984, him. 11.
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dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung temgasaabad ke-6
Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak ikdiuarganya yang laki-
laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi seg@tubahan yaitu dengan
diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi waniéngan catatan bahwa
setiap transaksi harus disetujui oleh keluargangsasau ayah}®

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adaampgak yang
sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad RaabhluBAW. Nabi
mengajarkan keharusan merayakan kelahiran baymper@n di tengah tradisi
Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuabi fMemperkenalkan
hak waris bagi perempuan di saat perempuan dipgdak hanya sebagai
obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskaahiNnenetapkan mahar
sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawietka knasyarakat
memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabakakhn koreksi total
terhadap praktek poligami yang sudah mentradisiga@nmencontohkan
perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, sebaggh, Nabi
melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami. Redonberi kesempatan
kepada perempuan menjadi imam shalat dikala madstardanya
memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nawmpnomosikan posisi
ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebigdgiirtiga kali dari ayah di

tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah npesduksi. Nabi

M. Quraish ShihabyWawasan al-Qur'anBandung: PT Mizan Pustaka, 2003, him. 296.
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menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saasyarakat hanya
memandangnya sebagai obyek seksual béfaka.

Fakta historis tersebut melukiskan secara terangdrang bahwa
Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal de&mdupan masyarakat,
khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuaagaelobyek yang
dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dilatirman diindahkan.
Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan peremmedara dengan
saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-saamausia, sama-sama
berpotensi menjadihalifah fi al-ardh(pengelola kehidupan di bumi). Tidak
ada yang membedakan di antara manusia kecualapréakwanya, dan soal
takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugasusia hanyalah
berlomba-lomba berbuat baik.

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-thda perempuan
dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah,pérjanjian primordial
dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak memdkan antara laki-laki
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerjmdemh prestasi yang
setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibesmarkslam, melainkan
semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sahingga antara
laki-laki dan perempuan berkompetisi secara seéhapa mengabaikan kodrat

mereka masing-masirid.

#9Siti Musdah Mulia/slam dan Kesetaraan Jendeéfogyakarta: Kibar Press, 2006, him.

Obid., him. v — vi.
*Hamid Laonso dan Muhammad Jarhiljkum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah
Figh KontemporerJakarta: Restu llahi, 2005, him.77.



51

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pa#tade terakhir
ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "treadangunan” kaum wanita
yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyarhak, kewajiban, dan
peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kmdmduKarena itulah
munculnya terminologi wanita karier, wanita profesanita pekerja, bahkan
berbagai kajian mengenai jender, sebagai bagianfetasmena kebangkitan
wanita dunia, dan lain sebagainya.

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerpaam terdapat pada

masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namurpdmia, sebagian

ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaumtavaitif

dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbatgng di dalam
maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersamagolan, atau
dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selareggagktersebut
dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serteekmedapat
memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkanpak-

dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diriidgkungannya>

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyarnmérjaan
perempuan, Yyaitu perempuan mempunyai hak untuk rjagkeelama ia
membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkanayasélama norma-
norma agama dan susila tetap terpelihara.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keberadaan peaamgalam
perspektif Islam memiliki kedudukan yang sama dedesajat. Hal itu lebih
tergantung pada amal perbuatannya masing-masiiagd&mn wanita diberikan

potensi untuk meraih prestasi, untuk maju dan ggkalmemiliki prospek

dalam hidup.

%2Syahrin Harahap)slam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qan dalam
Kehidupan Modern di Indonesid ogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, him. 143.
%M. Quraish Shihahgp.cit.,him. 307.
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C. Pencatatan Perkawinan dalam Per spektif Jender

Maraknya pernikahan tidak tercatat telah membariggrbagai opini
masyarakat. Para ulama dan pakar hukum menyikapi wok@respon
perkawinan tidak tercatat dengan beragam argumesghsgga jika ditarik
suatu konklusi terdapat perbedaan antara yang @mokdntra. Pihak yang
kontra di antaranya tokoh MMI (Majlis Mujahidin ladesia) Abu Bakar
Ba'asyir menyatakan bahwa tidak ada ketentuan seslasplisit dalam al-
Qur'an maupun hadis yang mewajibkan nikah hargsiti#r Pernikahan tidak
boleh dipersulit, perceraian silahkan dipersulangbn dibalik, perceraian
dipermudah, sedangkan perkawinan dipersulit. Jangangada-ada yang
tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam. Esgagsianya perkawinann itu
adalah tidak keluar dari koridor rukun dan syaratnjkahan. Pencatatan
perkawinan tidak masuk dalam kerangka syarat dkanrpernikahan yang
dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Habib Muhammad Rizieq, dan Habib Idrus JamaluBaibagai tokoh
FPI (Front Pembela Islam) berargumentasi, jika igahan tidak tercatat
dapat dijerat sanksi hukum, hal itu adalah tidakrefteksikan keadilan
hukum. Pernikahan adalah masalah domein privattidi@k masuk dalam
ranah hukum publik. Sanksi terhadap pelaku perkawitidak tercatat
membuktikan sebuah pemaksaan hukum dan perampaarasasi umat
Islam. Jika perkawinan harus tercatat maka akandoreng orang untuk
berjinah dan menyuburkan praktek prostuitusi.

Adapun pihak yang pro perkawinan harus tercatagntiiranya, Jaih
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Mubarok, guru besar Universitas Sunan GunnungBRidung, menurutnya
ditinjau dari esensi atau substansi tujuan permikamaka pernikahan itu
harus tercatat. Pernikahan tidak tercatat tidak ifilerkekuatan hukum dan
menghilangkan hak-hak seorang istri dan anak @ariikahan itt**

Karena itu menurut M. Quraish Shihab, salah seopakgr Tafsir di
Indonesia menjelaskan, perkawinan yang tidak tercatrupakan salah satu
bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapghila@gkan hak-hak
kaum perempualr. Sejalan dengan itu, menurut Dadang Hawari, seorang
psikiater, bahwa dalam suatu negara hukum permnikaipa pun jika tidak
tercatat secara resmi, maka harus dinyatakan sdak karena pernikahan
yang tidak tercatat lebih banyak membawa madargiatia manfaatnyz.

M. Sujari Dahlan mencoba mendukung pencatatan yartka dengan
kemashlahatan sebagai alasannya, serta mengguhgliakaidah: pertama,
kaidah mashlahat itu sendiri, yaitu perolehan nanfdan antisipasi atau
penolakan terhadap kerusakgall{ al-manafi' wa daf' al-mafasjd kedua,
kaidahsadd al-dzari'atimenghindarkan dan mengantisipasi kesulitan damas
yang akan datang, preventif); dan ketiga, penaajaakawinan sebagai salah
satu bentuk interaksi antara fikih Islam dengark@gmbangan masyarakat
sebagai akibat dari perubahaaghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa

al-makan.®’

#nttp://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=23811 0_C, diaksepadatanggal 23
April 2010

*M. Quraish ShihaliPerempuanJakarta: Lentera Hati, 2006, him. 216.

¥Dadang HawariMarriage Counseling (Konsultasi Perkawinadgakarta: FKUI, 2006,
him. 83.

3'http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=23811 0_C, diakses pada tanggal 23
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Sejumlah pakar fikih mempertanyakan mata rantaielektual
mengenai pencatatan perkawinan (nikah, cerai, dak)r sebab salah satu
sumber hukum perkawinan adalah kitab-kitab "kunipgtig telah dijadikan
pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkaraedgdilan dalam
lingkungan Peradilan Agama; akan tetapi, dalambkidtab tersebut tidak
terdapat pendapat ulama yang menetapkan (menganjugdgar perkawinan
itu dicatat.

Secara historis, Mesir pada tahun 1931 (jauh seb&w Nomor 22
Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, darukRdjsusun dan
diberlakukan), telah membentuk UU Perkawinan. Saktin ketentuan yang
dikandungnya adalah bahwa perkawinan yang diakalahdperkawinan yang
dibuktikan dengan akta perkawinan yang re¥hail-Sayyid Sabid® mengutip
pasal tersebut sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan atau pernyataan telah kawak tdapat diterima
(apabila ada bantahan dari salah satu pihak akek fietiga), kecuali apabila
dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi.

Dalam konteks Indonesia, kitalFigh al-Sunnah dipelajari dan
dijadikan rujukan utama oleh para mahasiswa dalaempelajari fikih
munakahatdalam lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.alsaatu
buktinya adalah bahwa Agus Salim (alumni Fakultgari&h IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang lulus pada tahun 19723htenenerjemahkan buku

(dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia) yauogsdoleh gurunya

April 2010

Bhttp://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=23811 0 C, diakses pada tanggal 23

April 2010
¥sayyid SabigFigh al-SunnahJuz. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, him. 60
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ketika kuliah. Dalam buku terjemahan tersebut,apatl informasi mengenai
anjuran pencatatan perkawinan yang dikutip daabdtigh al-Sunnahkarya
al-Sayyid Sabi4’ Dengan demikian, patut diduga bahwa pencatatan
perkawinan yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tah@A6 dan UU
Nomor 1 Tahun 1974, dapat diduga bahwa akar irtiedkya bersumber
pada UU Perkawinan Mesir Tahun 1931 dengan sakahnsedianya adalah

kitab Figh al-Sunnalkarya al-Sayyid Sabiq.

“Ohttp://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=23811 0 C, diakses pada tanggal 23
April 2010




